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ABSTRAK :  - Bahwa dalam rangka mempertegas fungsi pengendalian produksi dan 
konsumsi hasil tembakau, dengan tetap memperhatikan potensi penerimaan 
di bidang cukai hasil tembakau dan berdasarkan Laporan Panitia Kerja Asumsi 
Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan Dalam Rangka Pembicaraan 
Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 Beserta Nota 
Keuangannya  serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.  

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76, TLN No.3613) sebagaimana telah 
diubah dengan UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.105, TLN No.4755), 
Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 181/PMK.011/2009 sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 190/PMK.011/2010. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      penetapan tarif cukai hasil tembakau didasarkan pada golongan pengusaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan batasan harga jual eceran 
per batang atau gram yang ditetapkan oleh Menteri (hanya berlaku bagi jenis 
TIS dan HPTL). Tarif cukai per batang atau gram sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini. Ketentuan mengenai: 
a. batasan harga jual eceran dan tarif cukai per batang atau gram hasil 

tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
Peraturan Menteri ini; 

b. batasan jumlah Produksi Pabrik untuk Pengusaha Pabrik jenis SKT atau SPT 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A; dan 

c. tarif cukai dan harga jual eceran minimum hasil tembakau yang diimpor 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, 

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 9 November 
2011. 

   Lampiran halaman 1. 

 


